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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Samida dapat dilihat 

melalui empat tahapan dalam mekanisme pengelolaan keuangan desa menurut 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, dari 

keempat tahapan mekanisme pengelolaan keuangan desa tersebut akan dianalisis 

dengan menggunakan tiga indikator transparansi yang dikemukakan oleh 

Mardiasmo yang meliputi informatif dalam pemberian informasi, keterbukaan 

kepada publik, dan pengungkapan kepada publik. Maka, berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan mengenai Transparansi Mekanisme Pengelolaan 

Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Samida Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut), 

dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Samida sudah transparan dalam 

tahap perencanaan dan tahap pelaporan & pertanggungjawaban. Namun 

tidak transparan pada tahap penatausahaan dan tahap pelaksanan.  

Maka atas dasar tersebut, berikut penjelasan kesimpulan pada hasil analisis 

transparansi pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Samida, diantaranya sebagai berikut:  

1. Tahap perencanaan keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah Desa sudah 

transparan dalam memberikan informasi yang informatif, keterbukaan, dan 

pengungkapan kepada publik terkait dengan proses musrembangdes. 
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Pemdes bersama BPD sudah terbuka dan informatif dalam mengajak peran 

serta masyarakat untuk mengikuti kegiatan musrembangdes melalui 

pengumuman dan surat undangan yang dibuat. Selain itu terkait hasil 

musrembangdes seperti RPKDes dan APBDes ini, pemerintah desa juga 

sudah transparan karena melakukan publikasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat melalui BPD, forum komunikasi/ musyawarah, dan baliho. 

2. Tahap pelaksanaan keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa tidak 

transparan kepada masyarakat desa. Pemerintah desa tidak informatif dan 

membuka informasi kepada publik karena segala bentuk dokumen yang 

dibuat bersifat administratif sehingga hanya untuk internal pemerintah. 

Disisi lain, pemerintah desa sudah transparan kepada BPD karena sudah 

memberikan informasi yang informatif, terbuka, dan mengungkapkan 

aktivitas dalam proses pembuatan dan hasil dari dokumen-dokumen 

keuangan desa yang dibuat meskipun masih terbatas. 

3. Tahap penatausahaan keuangan desa. Pada tahap ini, pemerintah desa tidak 

melakukan transparansi kepada masyarakat maupun BPD dalam 

memberikan informasi yang informatif, keterbukaan, dan pengungkapan 

yang berkaitan dengan proses pembuatan dokumen penatausahaan yang 

dilakukan. Pemerintah desa beralasan bahwa dokumen dan informasi yang 

dilakukan pada tahap ini bersifat administratif sehingga hanya dapat 

diketahui oleh internal pemerintah dan tidak memerlukan keterlibatan pihak 

eksternal. Selain itu, tidak ada urgensinya bagi Pemdes Samida jika 

membuka informasi penatausahaan keuangan desa kepada publik dan jika 
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dipublikasikan dikhawatirkan dapat disalahgunakan. Meski begitu, 

pemerintah desa tetap transparan kepada Pemerintah Kabupaten Garut dan 

Inspektorat dengan meng-upload dokumen penatausahaan melalui aplikasi 

SISKEUDES. 

4. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada tahap ini, 

pemerintah desa sudah transparan dalam memberikan informasi yang 

informatif, keterbukaan, dan pengungkapan kepada publik khususnya pada 

proses publikasi hasil laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes akhir 

tahun dan juga LKPPD kepada masyarakat melalui Baliho, BPD, dan 

forum-forum komunikasi. Selain dipublikasikan dengan cara-cara formal, 

pemerintah juga melakukan dengan cara informasi yaitu melalui pengajian 

maupun kegiatan jemput bola lainnya. 

Selain sudah transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan, 

dapat disimpulkan juga bahwa Pemerintah Desa Samida dalam melakukan 

pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan ketentuan idealnya yaitu 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa sudah membuat dan 

menjalankan hampir seluruh indikator pada setiap tahapan dalam mekanisme 

pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Meski 

begitu, terdapat ada dua indikator yang tidak dijalankan yaitu pembuatan dokumen 

DPAL dan DPPA yang terdapat pada tahap pelaksanaan keuangan desa. Menurut 

pemerintah desa, dokumen tersebut tidak ada urgensinya untuk dibuat sehingga jika 

tidak dibuat maka tidak akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan 

desa yang jalankan. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat 

peneliti berikan agar dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa 

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Samida, sebagai berikut: 

1. Pemdes Samida melakukan digitalisasi informasi melalui website desa. 

Pemerintah desa didorong untuk membuat website desa dengan tujuan agar 

publik dapat mengetahui berbagai informasi tentang desa seperti 

pengelolaan keuangan, pembangunan desa, dan lainnya secara berkala. 

Sehingga publik dapat dengan mudah mengakses informasi desa tersebut 

kapan saja dan dimana saja.  

2. Mengoptimalkan fungsi BPD dalam melakukan pengawasan, pengawalan, 

dan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa. Pemdes diharapkan dapat 

lebih melibatkan BPD dalam berbagai proses pengelolaan keuangan desa 

yang dilakukan, khususnya berkaitan dengan berbagai aktivitas pengelolaan 

keuangan yang melibatkan pihak eksternal/ketiga. Serta dituntut untuk lebih 

terbuka dan informatif kepada BPD dalam setiap aktivitas pengelolaan 

keuangan yang dilakukan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan 

dan pertanggungjawaban.  Sehingga diharapkan BPD dapat menjadi mitra 

Pemdes untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa. 

3. Berkolaborasi dengan pihak ketiga yang independen dalam mendukung 

upaya transparansi pengelolaan keuangan desa. Pemdes melakukan 

kolaborasi dengan berbagai lembaga desa seperti Karang Taruna, PKK, dan 

lainnya dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap 
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berbagai aktivitas dan dokumen pengelolaan keuangan desa, serta 

memberikan feedback kepada pemerintah desa dari hasil temuan yang 

diperoleh. 

4. Pemerintah desa mengadakan forum diskusi secara rutin sebulan sekali 

dengan mengundang BPD, perwakilan masyarakat, dan lembaga-lembaga 

desa. Tujuannya agar dapat menjadi sarana bagi pemerintah desa untuk 

memberikan informasi mengenai berbagai pelaksanaan kegiatan 

pembangunan dan pengelolaan keuangan desa yang sudah dilakukan. Serta 

sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan sarannya 

kepada pemerintah desa.
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